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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang





3

3

Gambar 1.1 Wilayah Administrasi Kota Baubau



Benteng Wolio memiliki potensi besar untuk dikelola lebih optimal. Tergambar dari

aspek warisan budaya yang tetap hidup, sistem nilai dan lembaga adat, adanya

komunitas lokal yang aktif, serta potensi ekonomi berbasis budaya. Pemanfaatan potensi

yang ada bila didukung oleh kolaborasi para pemangku kepentingan akan bermuara

pada lestarinya warisan budaya dengan penuh
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1.2 Rumusan Masalah



1.

2.

3.

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Manfaat Penelitian

1.
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2.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Relevan

Gambar 2.1. Sketsa Pulau Buton, tampak Benteng Wolio dari kejauhan
Sumber: Atlas of Mutual Heritage
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2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Konservasi Warisan Budaya



11

11

Prinsip partisipasi masyarakat

merupakan aspek penting lainnya. Konservasi yang berkelanjutan hanya dapat tercapai

melalui keterlibatan aktif masyarakat, terutama komunitas lokal yang menjadi pemilik

kultural dari warisan tersebut. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai bagian

dari lanskap budaya dan agen penting dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya.

Konservasi juga harus mempertimbangkan konteks lingkungan dan perubahan sosial

yang berlangsung. Pendekatan berbasis lanskap budaya menekankan pentingnya

keterkaitan antara objek warisan dengan lingkungan sekitarnya, termasuk tata ruang

kota, sistem sosial, dan dinamika pembangunan.





13

13

2.2.2 Taman Sejarah
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area yang

dilestarikan dan bersifat publik yang berbeda dengan taman secara umum.

Menurut Mills (Bayraktar dkk., t.t.), archaeological park merupakan bentang alam

purba yang menggambarkan peristiwa sosial, sejarah, alam, dan budaya yang

memengaruhi masyarakat manusia dalam suatu kurun waktu sejarah. Dalam definisi

yang lebih diperluas, seperti dinyatakan Ziffero ,

archaeological park berarti sisa-sisa peninggalan dari kurun waktu sejarah tertentu dalam

konteks alam yang mencerminkan nilai-nilai khusus, asli, historis, lingkungan, budaya

suatu wilayah geografis, dan dapat diubah menjadi tempat untuk menarik wisatawan

budaya.

Secara umum, untuk menciptakan archaeological park di wilayah peradaban

bersejarah, empat tujuan berikut dipertimbangkan (Mills, 1999; Gross, 1999):

1. Perlindungan monumen dan warisan budaya;

2. Hubungan antara alam, budaya dan sejarah di wilayah tersebut;

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengunjung melalui kegiatan pendidikan;

4. Meningkatkan kondisi masyarakat adat dari segi ekonomi, sosial dan politik sebagai

akibat dari pengembangan pariwisata budaya di wilayah tersebut.

Dari uraian diatas terlihat bahwa archaeological park dan historical park

Selain itu berperan dalam konservasi area dan lanskap bersejarah,

dan menjadi taman atau museum pada saat yang sama. Seperti yang dikemukakan

Mary L Kwas (1986), ketika komponen-komponen ini dikaitkan dengan fungsi pendidikan,

rekreasi, dan pariwisata; konsep taman arkeologi muncul sebagai ruang publik perkotaan

yang dinamis. Beberapa konsep yang dikemukakan
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Variasi-variasi tersebutlah yang menjadi komponen penting dari taman

sejarah dalam penelitian ini.



Berangkat dari penjabaran di atas, istilah taman sejarah yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah sebuah pendekatan pengelolaan kawasan cagar budaya pada area

situs bersejarah yang berorientasi pada konservasi kawasan cagar budaya dan tradisi

pendukungnya, serta mendorong berkembangnya interpretasi, pendidikan, dan rekreasi

kepada publik melalui kolaborasi para pemangku kepentingan.

2.2.3 Kriteria Taman Sejarah

1.

2.

3.

4.
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Tabel 2. 1 Kriteria Taman Arkeologi untuk Taman Sejarah

Sumber (Bayrakatar, 2010)



2.2.4 Kebijakan Publik

a.

b.

c.
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Jann & Wegrich menyebutkan bahwa pelaksanaan

kebijakan akan mencakup unsur inti sebagai berikut:

- Spesifikasi rincian program, yakni bagaimana dan di mana lembaga atau

organisasi harus menjalankan program, dan bagaimana hukum atau program

ditafsirkan;

- Alokasi sumberdaya, yakni bagaimana anggaran didistribusikan, personil yang

akan melaksanakan program, dan organisasi yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan program.

- Keputusan, yakni bagaimana keputusan akan dilakukan. Proses pelaksanaan

kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan

administratif/pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan

program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan juga

menyangkut jaringan pada kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial, yang

secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari para

pihak yang terlibat (stakeholders).

Secara luas, aspek pelaksanaan kebijakan dilihat sebagai aktifitas yang

ditetapkan oleh pembuat kebijakan (pemerintah) yang akan memiliki dampak

tertentu. Tidak berhasilnya suatu kebijakan dapat dievaluasi setelah kebijakan itu

dilaksanakan, begitu juga keberhasilan pelaksanaannnya dapat dianalisa pada

akibat yang ditimbulkan kebijakan tersebut.

Dalam kaitannya dengan program pelestarian warisan budaya, keberhasilan

model pengelolaan situs/kawasan budaya akan terlihat pada sisi pelaksanaan

program dan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Mengenai keberhasilan

kebijakan publik, Islamy (2002) menyatakan bahwa suatu kebijakan negara akan

efektif apabila dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,
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dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota-anggota

masyarakat bersesuaian dengan yang diinginkan oleh pemerintah atau negara.

2.3 Kerangka Pikir

1.




